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PUTUSAN

Nomor 2220/Pdt.G/2023/PA.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 Desember 1996, umur

27  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  tidak  diketahui,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN

LUMAJANG,  dalam  hal  ini  dikuasakan  kepada  RIKY

YAHYA, S.HI. advokat pada Kantor Advokat Riky Yahya,

S.HI.  dan  Rekan  yang  beralamat  di  Komplek  Ruko

Terminal  MPU  Jalan  Brigjen  Katamso  Lumajang,

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  28  Oktober

2023  yang  telah  didaftarkan  pada  Register  Kuasa

Khusus  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Lumajang

Nomor: 404/K.kh/2023/PA.Lmj tanggal 31 Oktober 2023

sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 Juli 1998, umur 25 tahun,

agama  Islam,  pekerjaan  tidak  diketahui,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN  MALANG,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya  tanggal  30 Oktober  2023

yang  didaftarkan  pada  aplikasi  E.  Court  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama
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Lumajang Nomor  2220/Pdt.G/2023/PA.Lmj  tanggal  31 Oktober  2023  dengan

dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah menikah

secara Agama Islam dan  tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor

: 0846/126/XII/2018 dan tercatat dalam buku Nikah yang dikeluarkan oleh

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  XXX  Kabupaten  Lumajang,  Pada

Tanggal 22 Desember 2018 di tandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman Tergugat yang beralamat di Dusun Panggungrejo Rt/Rw 021/003,

Kel/Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang - Kabupaten Malang, selama

kurang lebih 4 tahun dan keduanya tidak pernah pindak kependudukan; 

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul

sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum mempunyai seorang anak; 

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

berjalan  rukun  dan  damai,  jika  ada  perselisihan  dan  pertengkaran  itu

dianggap  sebagai  ujian  dalam  membina  keluarga  (Rumah  Tangga)  dan

mampu melewati  hal  mana karena karena ingin membina rumah tangga

yang sakinah mawaddah warrahmah; 

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengggat  dengan Tergugat

semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Februari 2022 sehingga

mengakibatkan  Penggugat  seketika  itu  pamit  dan  pulang  kerumah

Penggugat  yang  beralamat  di  XXX  Kabupaten  Lumajang,  yang

menyebabkan antara lain; 

a) Bahwa sebagai  pemicu  dari  segala  pertengkaran  karena  Penggugat

sering  menasehati  atas  perbuatan  perbuatan  Tergugat  yang  terlalu

bebas, hidupnya berfoya foya dan royal terhadap temen-temen hingga

adanya pihak ketiga yaitu dengan Wanita Idaman Lain; 

b) Bahwa Tergugat  mempunyai  sifat  egois,  selalu  ingin  menang sendiri

dan  inkosisten  dan  bilamana  Penggugat  megingatkan  yang  terjadi

justru  marah  dan  berkata  kasar,  tidak  sopan  kepada  Penggugat

sebagai seorang Istri; 
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c) Tergugat tidak rutin dalam memberi  nafkah tidak layak ala kadarnya

dan hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga perekonomian dan

kebutuhan rumah tangga tidak stabil; 

6. Bahwa akibat dari perselisihan serta perbuatan Tergugat diuatas,akhirnya

sejak  bulan  Februari  2023  hingga  Gugatan  ini  diajukan  ke  Pengadilan,

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang; 

7. Bahwa  sejak  berpisah  ranjang,  Hak  dan  Kewajiban  suami  istri  tidak

terlaksana sebagaimana mestinya _+1,5 Tahun ,karena sejak itu Tergugat

tidak lagi melaksanakan kewajiban nya sebagai suami terhadap Penggugat

baik lahir maupun batin.,

8. Bahwa  Orang  tua  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berupaya  agar  tidak

terjadi perceraian, namun tidak bisa lagi dipertahankan, dan keputusan di

serahkan pada kedua belah pihak dan disepakati bersama-sama lebih baik

berpisah secara baik-baik; 

9. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  diatas,  bahwa  Penggugat  merasa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.

Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan

dan sulit di atasi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, bahwa Penggugat

berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat.,

10.  Bahwa Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya yang timbul  akibat

perkara.; 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama Lumajang  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  Shugro  Tergugat  (TERGUGAT)  Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT)

3.  Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara

ini.; 

SUBSIDER :
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Atau apabila Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain mohon putusan

yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);  

Bahwa pada persidangan yang telah  ditetapkan Penggugat  didampigi

Kuasa  Hukumnya  telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun

berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2220/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal

03 November 2023, tanggal 1 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023

yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;  

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa

Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober

2023  yang  telah  didaftarkan  pada  Register  Kuasa  Khusus  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Lumajang  Nomor:  404/K.kh/2023/PA.Lmj  tanggal  31

Oktober  2023  dan  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  atas  nama  Riky

Yahya, S.HI. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

NIA: 93.10380 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan

Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli

surat kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat  agar berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang telah didaftarkan secara e-court yang maksud dan tujuannya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:
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1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK

3508XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil  Kabupaten  Lumajang,  dengan  meterai  cukup,  dan telah

dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0846/126/XII/2018

tanggal 22 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten

Lumajang  Provinsi  Jawa  Timur,  dengan  meterai  cukup  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI  1,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

nenek Penggugat; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

suami istri yang sah; 

- Bahwa  selama  berumah  tangga,  Penggugat  dan  Tergugat  belum

dikaruniai anak; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta sikap

Tergugat yang kasar hingga pernah menampar Penggugat; 

- Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  selama  2

tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa  saksi  sudah  menasihati  Penggugat  untuk  rukun

kembali  dengan  Tergugat tetapi  tidak  berhasil  dan  saksi  tidak

sanggup merukunkan lagi;

2. SAKSI  2,  umur  44  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  wiraswasta/xxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN

LUMAJANG,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2220/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal  dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

bibi Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  suami  isteri  sah  dan  belum

dikaruniai anak;

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Penggugat

kecewa  karena  sikap  Tergugat  kasar  bahkan  Tergugat  pernah

memukuli  dan  menyeret  Penggugat  saat  mengambil  uang  arisan

serta Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar

2 tahun; 

- Bahwa  saksi  bersama  dengn  orangtua  Penggugat

sudah  merukunkan  Peggugat  dan  Tergugat,  akan tetapi  tidak

berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala  yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keabsahan  kuasa  Hukum  Penggugat

mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan

dengan  surat  kuasa  khusus  yang  diberikan  oleh  principal  kepada  advokat

tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari

syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-

undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123

ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994.
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Oleh karenanya penerima kuasa memiliki  legal  standing  yang sah  mewakili

kliennya dalam proses penyelesaian perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  2220/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal  03  November  2023,  tanggal  1

Desember  2023  dan  tanggal  21  Desember  2023  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah, oleh karena itu  gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan. Hal  tersebut sesuai  pula dengan kaidah

Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

yang berbunyi sebagai berikut:

والبينة         الدعوى سماع جاز وتعززه لتواريه احضاره تعذر وان

عليه   والحكم

Artinya:  “Apabila  (Tergugat)  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan,  maka  Hakim  boleh  mendengar  gugatan  dan  memeriksa

bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”; 

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat  adalah  Penggugat  sering  menasehati  atas  perbuatan  perbuatan

Tergugat yang terlalu bebas, hidupnya berfoya foya dan royal terhadap teman-

teman hingga adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berhubungan dengan Wanita

Idaman Lain, Tergugat mempunyai sifat egois, selalu ingin menang sendiri dan

inkosisten dan bilamana Penggugat megingatkan yang terjadi justru marah dan

berkata kasar, tidak sopan kepada Penggugat sebagai seorang Istri, Tergugat

tidak  rutin  dalam  memberi  nafkah  tidak  layak  ala  kadarnya  dan  hanya

mementingkan dirinya sendiri,  sehingga perekonomian dan kebutuhan rumah

tangga tidak stabil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2220/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal  163 HIR jo.  Pasal  1685 KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1

dan SAKSI 2;  

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk

yang telah  dinazagel dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi

syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo.

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bila Penggugat berdomisili di

wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, sehingga mempunyai kedudukan

hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara  a quo  dan berdasarkan

ketentuan Pasal  73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Pengadilan Agama Lumajang berwenang untuk mengadili perkara Cerai Gugat

yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan

akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22

Desember  2021  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kecamatan  XXX,

Kabupaten Lumajang, sehingga bukti  tersebut telah memenuhi  syarat formal

dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat,  membuktikan bahwa sejak tanggal  22 Desember 2021 Penggugat

dan Tergugat telah  terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan

Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Penggugat memiliki

dasar  hukum yang  sah,  dan  sekaligus  memiliki  kedudukan  hukum  sebagai

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio);
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Menimbang,  bahwa saksi  1  (SAKSI  1)  dan  saksi  2  (SAKSI  2)  telah

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

HIR dan Pasal  171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi

Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:  

 Bahwa antara  Penggugat  dengan Tergugat  terikat  sebagai  suami  istri

sah namun belum dikaruniai anak;

 Bahwa  antara  Penggugat  dengan  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  tidak  pernah  menafkahi

Penggugat  serta  sikap  Tergugat  kasar  hingga  pernah  menampar

Penggugat;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  pisah tempat  tinggal  selama 2

tahun;

 Bahwa  pihak  keluarga  telah  mengupayakan  damai  akan  tetapi  tidak

berhasil

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum

tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

 Suami  atau  isteri  yang  mengabaikan  norma  perkawinan  maka  ikatan

perkawinan akan sangat  rentan terhadap adanya perceraian.  Kenyataan

inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

 Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai

(rukun  kembali)  dengan  Tergugat  selama  dalam  proses  persidangan,

didukung  oleh  sikap  Tergugat  yang  tidak  pernah  datang  dalam  proses

persidangan adalah merupakan fakta kongkrit  yang menunjukkan bahwa

hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan

kembali;

 Rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang  sudah  sulit  untuk

dirukunkan kembali seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan

menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta

sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
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dan rahmah,  sebagaimana yang diamanatkan al-Qur’an  dalam surat  ar-

Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

 Apabila  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  ini  tetap  dipertahankan,

maka  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  akan  dapat  melaksanakan

kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan

34  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

benar  telah  pecah  (break  down  marriage)  dengan  demikian  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam

suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk

menghindari  madlarat yang  lebih  besar  dalam  hubungan  keluarga,  maka

perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini

sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

أخفهما    إ فضل تعارضضرران ذا
Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka

harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

    Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan

pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

علـيه        طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشـتد وان

طلقـة          الـقاضى
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Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka

hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum  syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil

Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Dihyah Wahid sebagai Ketua Majelis,

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S dan Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. sebagai Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

kepada  pihak  Penggugat  melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan  pada  Hari

Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil

Akhir  1445  Hijriah  oleh  Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota

tersebut dan H. Teguh Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muhammad Dihyah Wahid
Hakim Anggota

ttd.

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

H. Teguh Santoso, S.H.

Perincian biaya :

-  Biaya PNBP : Rp70.000,00

-  Proses : Rp100.000,00

-  Panggilan : Rp66.000,00

- Sumpah : Rp100.000,00 

- Meterai : Rp  10.000,00  

J u m l a h : Rp346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
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